Andi Hakim Lubis - Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Accoss From (renository uma.acid)14 /6 /24



KEDUDUKAN
HAKIM

DALAM KONSTITUSI

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH

Satu diantara instrument
penting dalam penegakan
hukum bagi pencari keadilan
dapat diperoleh melalui
putusan hakim. Putusan
hakim dalam perspektif
epistimologi adalah
pergulatan pemikiran
seorang hakim, baik dengan
hati dan nuraninya, logika,
maupun hakim lain di
lingkungannya. Putusan
hakim memiliki kuasa untuk
mengalihkan kepemilikan,
mencabut kebebasan,
membatasi kesewenangan,
bahkan yang lebih prinsip
dapat menghilangkan hak
hidup seseorang.

Otoritas yang begitu
fundamental sudah
semestinya dilakukan dengan
cara-cara yang benar
mengingat tanggung-
jawabnya bukan hanya
horizontal, akan tetapi juga
bersifat vertikal.
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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
betlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk
pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan
penyediaan informasi aktual;

il. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

ili. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banvak Rp500.000.000.00 (lima ratus iuta rupiah).
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PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama sekali penulis menyampaikan puji
syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan
kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat
meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk
menyelesaikan buku Kedudukan Hakim Dalam
Konstitusi disela-sela kesibukan dalam melaksanakan
tugas dengan Rektor Universitas Medan Area
bersamaan dengan penyelesaian studi Doktor
beberapa bulan lalu dan Alhamdulillah buku ini telah
berada ditangan pada pembaca.

Shalawat dan salam juga dihaturkan kepada
Baginda Rasulullah Saw, semoga kiranya kita sebagai
insan akademis dapat memberikan pencerahan
terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa
khususnya melalui hasil pemikiran yang dituangkan
dalam bentuk buku seperti ditangan para pembaca ini.
Semoga isi dalam buku ini akan tercatat sebagai amal
saleh dan amal sosial akademik yang bermanfaat.

Harapannya, terbitnya buku ini dapat
menambah konstruksi berpikir bagi para pembaca
mengenai Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi.
Penulis menyadari buku ini sangat jauh dari
kesempurnaan sehingga sangat terbuka untuk
menerima saran untuk perbaikan ataupun revisi
dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2024

Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH
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KATA SAMBUTAN

YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum Ketua Umum
Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia
Periode 2022-2025

Bismillahirrahmaanirrohiim ...

Saya sangat menyambut gembira atas
diterbitkannya buku dari Dr. Andi Hakim Lubis, SH., MH
yang berjudul Kedudukan Hakim Dalam Konstitusi.
Penerbitan buku ini tentunya tidak terlepas dari dedikasi
yang  bersangkutan untuk  menuangkan  hasil
pemikirannya dengan mengupas tuntas keberadaan
Hakim dalam sistem peradilan dan konstitusi kita.

Buku ini  memberikan gambaran mengenai
tanggungjawab hakim dalam menjalan tugasnya sebagai
Wakil Tuhan di Dunia, melaluiputusannya tentang benar
atau salahnya suatu peristiwa. Masyarakat menitipkan
harapan besar dipundak hakim dan sistem peradilan kita.
Karena satu diantara instrument penting dalam
penegakan hukum bagi pencari keadilan dapat diperoleh
melalui putusan hakim.

Putusan hakim memang memiliki kuasa untuk
mengalihkan  kepemilikan, mencabut  kebebasan,
membatasi kesewenangan, bahkan yang lebih prinsip
dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Otoritas yang
begitu fundamental sudah semestinya dilakukan dengan
cara-cara yang benar mengingat tanggungjawabnya
bukan hanya horizontal, akan tetapi juga bersifat vertikal.
Buku ini juga berisi tentang teori-teori, dinamika
kekuasaan kehakiman dalam peradilan kita,
pertimbangan hukum hakim, penemuan hukum serta
formulasi dalam putusan hakim.
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Melalui sambutan ini saya mengapresiasi
perjuangan dan ketekunan penulis. Mudah-mudahan
dengan terbitnya Buku Kedudukan Hakim Dalam
Konstitusi yang ditulis oleh Dr. Andi Hakim Lubis, SH.,
MH dapat menjadi teladan bagi para generasi muda
khususnya para sarjana hukum untuk dapat juga
menuangkan pemikirannya yang konstruktif kedalam
buku dan Dberkontribusi dalam perkembagan dan
pembaharuan hukum dimasa depan.

Mudah-mudahan buku ini nantinya dapat menjadi
rujukan utama bagi para mahasiswa, peneliti hukum,
praktisi hukum maupun pemangku kepentingan dalam
upaya transformasi regulasi dan kebijakan mengenai
hakim dalam peradilan kita.

Jakarta, Maret 2024

Ketua Umum
Ikatan Hakim Indonesia

YM Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum
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BAB I
PENGERTIAN, KEDUDUKAN DAN
TANGGUNG JAWAB HAKIM DALAM
KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Dengan disepakatinya Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai falsafah kehidupan berbangsa
dan bernegara, maka semakin jelas terlihat keinginan para
pendiri bangsa untuk benar-benar memprioritaskan
penegakan keadilan sebagai salah satu cara untuk
mencapai kehidupan adil makmur bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Didalam sila-sila pancasila kata “keadilan”
disebutkan sebanyak dua kali, lebih banyak apabila
dibandingkan kata yang lain, yaitu disila kedua berbunyi
“Kemanusian yang adil dan beradab” dan disila kelima
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”?!
Demikian juga diperjelas dan tertuang didalam Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi
“negara Indonesia adalah negara hukum”.?

Secara yuridis konstitusional, ideologi negara hukum
tersebut sesuai pula dengan penegasan tentang aturan
pokok dan aturan permainan dari sistem pemerintahan
negara. Dalam aturan pokok dari sistem pemerintahan
negara tersebut secara tegas dikatakan bahwa negara
Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (rechsstaat),
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Secara
khusus untuk kekuasan kehakiman akan bermakna

Tertuang didalam Pancasila yakni sila kedua yang berbunyi
“Kemanusian yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2l ihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab | Bentuk dan
Kedaulatan Pasal 1 aﬁ(at (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah

UNIVERSELASMED
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sebagai jaminan adanya independensi dan imparsialitas
sebagai karakter utamanya.3

Negara hukum itu meski bukan alternatif yang
terbaik dibanding dengan negara yang dipimpin oleh
cerdik cendikiawan, sebagaimana yang diidealkan oleh
Plato namun adalah cara itu merupakan yang paling
praktis guna mencapai kehidupan masyarakat yang baik
dan sejahtera. Suatu cara penerapan hukum yang bersifat
umum pada kasus konkrit yang bersifat khusus dengan
menyesuaikan pada keunikan kasus tersebut*(ius suum
cuique tribueres).

Para pakar International Commission Of Jurist
dalam kongres Internasional di Bangkok tahun 1965
merumuskan unsur-unsur Negara hukum, yaitu adanya:
Proteksi Konstitusional
Pengadilan yang bebas dan tidak memihak
Pemilihan umum yang bebas
Kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat
Tugas oposisi dan
Pendidikan kewarganegaraan®

Konsekuen5| dari peranan hukum yang diposisikan
sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
ialah adanya pembinaan terhadap hukum nasional yang
dilakukan secara terencana dan secara operasional
bertumpu pada tiga komponen yakni norma hukum dan
peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum

U A ®WNE

3Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
Cetakan Ketiga, 1991, halaman 255-257. Dikutip Dari Buku Ahmad
Fadilil Sumadi, Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan “Fungsi
Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Dibawahnya
Setelah Perubahan UUD 1945”

4Ahmad Fadilil Sumadi, Pengawasan Dan Pembinaan
Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap
Pengadilan Dibawahnya Setelah Perubahan UUD 19457, Intrasm
Publishing, Malang, 2013 halaman 16.

5Tus Suum Cuique Tribuere adalah asas hukum yang artinya
hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan,
keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya tiap-

tlap Ferkara harus ditimbang tersendiri.
UNIVERS EA
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masyarakat dan aparat penegak hukum yang tanggap dan
tangguh. Termasuk dalam komponen aparat penegak
hukum adalah para hakim yang diberi mandat untuk
melaksanakan kekuasaan kehakiman.’

Masyarakat menaruh harapan besar terhadap hakim
dan sistem peradilan kita, mengingat peradilan
merupakan media utama (sekalipun bukan satu-satunya)
pencari  keadilan. Namun saat ini masyarakat
dibingungkan oleh berbagai tontonan perilaku hakim dan
kualitas putusannya. Banyak putusan hakim yang
mengundang kritik dan sinisme, mengarah kepada
ketidakpercayaan masyarakat, dan membentuk sikap
skeptik cukup besar. Hal demikian muncul karena banyak
hakim yang tidak serius dan melakukan tindakan tidak
terpuji, yaitu dengan menggadaikan martabat dan nama
baiknya. Sebagaimana dijelaskan Satjipto Rahardjo “saat
ini  pengadilan berubah menjadi pasar yang
memperdagangkan putusan, pengadilan terlalu sering
mencoreng martabatnya sendiri, dan bersama sama
dengan koruptor telah menjadi benalu di negeri ini”.
Dalam tulisan lain beliau menyatakan, “Indonesia tengah
dilanda krisis besar. Mahkamah Agung dan pengadilan-
pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang sangat
keras dari masyarakat dan tidak puas oleh putusan
putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat
pengadilan.8

Setidaknya ada 4 empat faktor yang mengakibatkan
hakim belum maksimal dalam pelaksanaan kekuasaan
kehakiman yakni :

1. Pola rekruitmen calon hakim yang tidak selektif
dan belum didasarkan pada norma-norma
profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim
yang bersangkutan, yang cenderung

"Satya Arinanto, dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum dari
Konstruksi sampai Implementasi, Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 2011. halaman 35.

8Komisi Yudisial, “Disparitas Putusan Hakim, Identifikasi Dan

asi Secretarlat Jendral Komisi YudlSlal Jakarta, 2014
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mengakibatkan terjadinya penyimpangan-
penyimpangan di dalam proses peradilan yang
melahirkan  putusan hakim yang kurang
mencerminkan kepastian hukum dan mencederai
rasa keadilan masyarakat.

2. Terkait faktor sistem pembinaan hakim. Dalam
menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang
profesional, hakim  belum  mendapatkan
pembinaan  yang  cukup untuk  dapat
meningkatkan kapasitas dan integritas sebagai
hakim yang mandiri dan professional.

3. Terkait persoalan penggajian hakim. Meskipun
secara normatif hakim berstatus sebagai pejabat
negara, namun ada kerancuan dalam penggajian
mereka yang berprofesi sebagai hakim, karena
hakim tidak digaji dan tidak difasilitasi dengan
sarana dan prasarana sebagaimana layaknya
pejabat negara. Kondisi ini memicu kerawanan
terhadap independensi hakim.

4. Terkait faktor pola pengawasan terhadap perilaku
hakim yang belum berjalan secara integratif.
Dalam hal ini Komisi Yudisial dan Mahkamah
Agung belum mendapatkan pola yang strategis
untuk mengawasi hakim.®

Putusan hakim pada hakekatnya adalah pergulatan

seorang hakim, baik dengan dirinya, hakim lain maupun
lingkungannya dalam memahami realitas. Melalui
putusannya hakim dapat mengalihkan kepemilikan
seseorang, mencabut kebebasan warga negara,
menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang
pemerintah  terhadap masyarakat, bahkan dapat
menghilangkan hak hidup seseorang. Wewenang yang
sedemikian besar itu, dilaksanakan dalam upaya
penegakan hukum, kebenaran dan keadilan. Kewenangan
itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, karena

%Ahmad Fadilil  SumadiPengawasan Dan Pembinaan
Pengadilan “Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap
adzlan Dzbawah Setelah Perubahan UUD 1945”, Intrasm
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putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara
horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan
Yang Maha Esa.10

Putusan hakim tidak bersifat statis, karena akan
terkait dengan realitas yaitu berbagai kepentingan,
kekuataan, serta kekuasaan. Putusan hakim senantiasa
kontekstual dan tidak bebas nilai (tidak netral). Bagi
mereka yang setiap harinya bergumul dengan teks dan
penafsiran, putusan hakim yang beragam dan ambigu
menjadi tidak penting, karena hal itu memperlihatkan
bentuk-bentuk dinamis dari putusan. Untuk memahami
dan menggeluti putusan hakim diperlukan kecerdasan
nalar, rasa, hasrat, dan intuisi serta keberanian, sehingga
dapat diungkap hakekat sesungguhnya dari apa yang
menjadi tujuannya, mengapa putusannya berbunyi
demikian, dan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan
keadilan,  pernyataan yang ditunjukkan  untuk
pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang
sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan
semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara
psikologis adalah kerinduan abadi manusia akan
kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai
seorang individu dan karenanya mencarinya dalam
masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan.12

Konsep hukum vyang berlandaskan moral dan
filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang amat
moralitas. Konsep hukum sebagai kaidah positif
merupakan konsep positivistis tidak hanya yang austinian
melainkan juga yang pragmati krealis dan neo-kantinian
atau kelsenian yang melahirkan kajian-kajian ilmu hukum
positif.13

107pid. halaman 18.
UuQOp.Cit. halaman 11.
2Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung
2012, halaman 48.
Blman Jauhari, Disampaikan Pada Kegiatan Seminar Nasional
UNIVER&QB@&%M Arbibdra Legislasi Nasional Demi Pembangunan
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